DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku :

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum
dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, Cetakan ke I11 2006)

Adjie, Habib. (2008). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

, (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung:
Refika Aditama.

, (2011). Majelis Pengawas Notaris. Bandung: Refika Aditama

A. P. Parlindungan, 1999,Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju,
Bandung

Anshori, Ghofur. (2009). Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Boedi Harsono, 2002, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan Cetakan kelima
belas, Jakarta

Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris
sebagai Pejabat
Publik, Refika Aditama, Bandung

Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung

Effendi, Erdianto. (2011). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika
Aditama.

G.H.S. Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta
Habib Adjie,2008, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung

Harahap, Yahya. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan (2009), Ke Notaris , Jakarta : Raih
Asa Sukses

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT.Gramedia
PustakaUtama, Jakarta, 2002

103



Komar Andasasmita, (1981) Notaris I, Bandung : Sumur Bandung

Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana,
Semarang : CV. Agung.

Marpaung, Laden. (2011). Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta:
Sinar Grafika

Miru, Ahmadi (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Moeliatno, (2000). Asas — Asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Rieneka
Cipta.

R. Soegondo, Notodisoerjo, (1982) Hukum Notariat di Indonesia suatu,
Penjelasan, Jakarta: Rajawali

R. Subekti, 1983, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta

R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, 2006, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
PT.Pradnya Paramita, Jakarta

Roesnantiti Prayitno,(1989) Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta : Media Notariat INI

Satjipto Rahardjo, 2006, I/mu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
Soesilo, R. (1988). Kitab Undang — Undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas
Indonesia, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, 2006, Etika Profesi Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta)

Tan Thong Kie, 2007, Studi Notaris dan Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta
: P T. Ichtiar Baru VanHoeve

Yudha Pandu (ed.), Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan
Notaris dan PPAT, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

104



B. Perundang-Undangan :
Undang-Undang dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

C. Internet/lainnya:

Wawan Setiawan, 1996, “Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta
PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara
Menurut Sistem Hukum Nasional”, Media Notariat Nomor 38-41, Jan-
Apr-Jul-Okt 1996

Desember, Nomor 6 Tahun XXV), Tugas dan Kedudukan Pejabat Pembuat
Akta Tanah, Hukum dan Pembangunan

Ensiklopedi Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1988,
Cetakan Pertama

Ensiklopedi Indonesia edisi khusus, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
1991

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT.Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2002

http://notamri.blogspot.co.id/2013/12/ayat-ayat-kenotariatan.html, diunggah
tanggal 10/08/2017

105



